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Ringkasan 

Sebagai hadiah ulang tahun ke-75 tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada Oktober 2020 

tiga penulis dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerbitkan buku yang tepat 

berjudul 75 Tahun TNI: Evolusi Ekonomi Pertahanan, Operasi, dan Organisasi Militer Indonesia, 1945-

2020. Dalam buku itu, Evan A. Laksmana, Iis Gindarsah, dan Curie Maharani berusaha menjelaskan 

mengapa dan bagaimana TNI, sebagai sebuah organisasi militer yang secara umum hakikatnya 

dirancang agar tidak mudah berubah, justru mengalami berbagai perubahan institusi-institusi 

internalnya selama 75 tahun. 
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Laksmana, Gindarsah, dan Maharani (2020) membahas perubahan dan inovasi militer 

Indonesia pada tiga area, yaitu (1) karakter dan sistem ekonomi pertahanan, (2) karakter dan sistem 

perencanaan operasi militer, serta (3) karakter infrastruktur personel dan organisasi militer. 

Perubahan ekonomi pertahanan dibahas dari aspek anggaran pertahanan, pengadaan alat utama 

sistem senjata (alutsista), serta sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pengawasan 

pertahanan. Perubahan operasi militer dibahas dari aspek siasat/taktik, bentuk kegiatan, dan gelar 

kekuatan. Terakhir, perubahan infrastruktur personel dibahas dari aspek birokratisasi pengaturan 

sistem dan kebijakan pendidikan, operasi, organisasi, dan personel; serta modernisasi struktur tempur 

dan bantuan tempur Angkatan Darat serta pemekaran struktur kewilayahannya.  

Dalam menjelaskan perubahan militer Indonesia, Laksmana, Gindarsah, dan Maharani (2020) 

mendiskusikan sembilan hipotesis yang menjelaskan perubahan militer. Tiga hipotesis diambil dari 

level analisis internasional, yaitu (1) ancaman militer luar negeri, (2) teknologi perenjataan militer, dan 

(3) norma-norma keamanan internasional. Tiga hipotesis berikutnya diambil dari level analisis 

domestik, yaitu (4) karakter rezim politik, (5) kualitas hubungan sipil-militer, dan (6) peran komunitas 

epistemik sipil. Kemudian, tiga hipotesis terakhir diambil dari level analisis organisasi, yaitu (7) 

demografi korps perwira, (8) politik birokrasi korps perwira, dan (9) kontestasi politik intramiliter.  

Laksmana, Gindarsah, dan Maharani (2020) tidak menguji semua hipotesis tersebut dalam 

bab empiris tentang masing-masing area perubahan militer Indonesia. Dalam menjelaskan perubahan 

ekonomi pertahanan Indonesia, Laksmana, Gindarsah, dan Maharani (2020) menguji tiga dari 

sembilan hipotesis tersebut, yaitu hipotesis terkait ancaman militer, karakter rezim politik, dan 

kualitas hubungan sipil-militer, dan menemukan bahwa ketiga hipotesis tersebut mampu menjelaskan 

perubahan ekonomi pertahanan Indonesia. Sementara itu, Laksmana, Gindarsah, dan Maharani tidak 

menguji enam hipotesis lainnya dalam bab empiris tentang ekonomi pertahanan. 

Sementara itu, dalam menjelaskan perubahan operasi militer Indonesia, Laksmana, 

Gindarsah, dan Maharani (2020) menguji dua dari sembilan hipotesis tersebut, yaitu hipotesis terkait 

ancaman militer dan karakter rezim politik, dan menemukan bahwa kedua hipotesis tersebut mampu 

menjelaskan perubahan operasi militer Indonesia. 

Terakhir, dalam menjelaskan perubahan infrastruktur personel Indonesia, Laksmana, 

Gindarsah, dan Maharani (2020) menguji empat dari sembilan hipotesis tersebut, yaitu hipotesis 

terkait karakter rezim politik, kualitas hubungan sipil-militer, demografi korps perwira, dan politik 

birokrasi korps perwira. Laksmana, Gindarsah, dan Maharani menemukan bahwa hipotesis terkait 

politik birokrasi korps perwira mampu menjelaskan perubahan infrastruktur personel Indonesia, 

sementara hipotesis terkait demografi korps perwira hanya menjelaskan secara parsial perubahan 

infrastruktur personel Indonesia. Di lain pihak, dua hipotesis terkait karakter rezim politik dan kualitas 

hubungan sipil-militer tidak menjelaskan perubahan infrastruktur personel Indonesia.  

Di akhir buku, Laksmana, Gindarsah, dan Maharani (2020) menjelaskan berbagai implikasi 

akademis dan kebijakan dari temuan-temuan utama mereka, terutama dilihat dari (1) hubungan sipil 

militer, (2) efektivitas militer, dan (3) efisiensi pertahanan. 

 

Review 

Kontribusi utama buku 75 Tahun TNI adalah aspek kebaruan dari riset buku ini dihadapkan 

pada literatur yang ada tentang militer Indonesia. Pertama, tidak banyak literatur yang secara holistik 

membahas 75 tahun sejarah TNI dari tahun 1945 sampai 2020. Literatur yang ada umumnya 
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membahas salah satu periode tertentu dari sejarah TNI, baik itu era perang kemerdekaan (1945-1949), 

demokrasi liberal (1950-1957), demokrasi terpimpin (1957-1966), Orde Baru (1966-1998), maupun 

Reformasi (1998-sekarang). Sundhaussen (1982), misalnya, membahas politik militer Indonesia dari 

era perang kemerdekaan sampai akhir demokrasi terpimpin.1 Jenkins (2010) membahas politik militer 

Indonesia di pertengahan Orde Baru.2 Sementara itu, Rinakit (2005) membahas militer Indonesia 

pasca-Orde Baru atau pada periode Reformasi.3 

Kedua, selain membahas periode tertentu, literatur yang ada umumnya membahas salah satu 

area dalam studi militer. Area yang paling sering dibahas adalah politik militer atau hubungan sipil-

militer. Literatur tentang politik militer telah mencakup nyaris seluruh periode sejarah TNI: Tentang 

politik militer Indonesia pada periode perang kemerdekaan, sudah ada Sundhaussen (1982), Said 

(1987),4 Bilveer (2000),5 Lee (2000),6 Robinson (2001),7 Rabasa dan Haseman (2002),8 serta Crouch 

(2007).9 Berbagai literatur tersebut, serta Lev (1963),10 juga mencakup pembahasan untuk periode 

demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Berbagai literatur tersebut, ditambah lagi Crouch 

(1979;11 1988)12 juga membahas periode Orde Baru. Sementara itu, untuk periode Reformasi sudah 

ada Lee (2005;13 2008;14 2009),15 Honna (2006;16 2013;17 2019),18 Kim, Liddle, dan Said (2006),19 Beeson 

(2008),20 Croissant dan Kuehn (2009),21 Sukma (2010),22 Greenlees (2011),23 Heiduk (2011),24 Mietzner 

(2011),25 Sebastian dan Gindarsah (2013),26 Gunawan (2017),27 Sebastian, Syailendra, dan Marzuki 

(2018),28 Laksmana (2019a;29 2019b),30 Kosandi dan Wahono (2020),31 serta Nainggolan dan Katharina 

(2020).32 

Di lain pihak, tidak banyak literatur yang membahas ekonomi pertahanan, operasi militer, 

atau infrastruktur personel dalam studi militer Indonesia. Di antara ketiga area tersebut, operasi 

militer termasuk yang sudah lebih banyak dibahas, walau sebagian besar cenderung mengambil 

perspektif sejarah daripada perubahan organisasi militernya. Nasution (1984), misalnya, menulis buku 

pokok-pokok gerilya dari operasi militer Indonesia pada periode perang kemerdekaan, serta buku-

buku lainnya tentang sejarah perjuangan bersenjata Indonesia.33 Osborne (1985) membahas operasi 

militer Indonesia di Irian Jaya (sekarang Papua).34 Sementara itu, Sukma (2004) membahas operasi 

militer di Aceh.35 

Terkait ekonomi pertahanan Indonesia, Kuntjoro-Jakti dan Simatupang (1987) membahas 

anggaran pertahanan Indonesia pada periode Orde Baru.36 Chairil, Sinaga, dan Febrianti (2013)37 serta 

Fatah dan Salihoglu (2016) membahas hubungan antara anggaran militer dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia.38 Sementara itu, Bitzinger (2004)39 serta Savitri (2016) membahas kebijakan ofset dalam 

pembangunan industri pertahanan Indonesia.40 

Di lain pihak, organisasi militer dan infrastruktur personel militer Indonesia termasuk yang 

masih lebih sedikit dibahas. Gregory (1970, 1980), misalnya, membahas faksionalisme41 dan etnisitas 

dalam organisasi militer Indonesia.42 Matanasi (2011) membahas sejarah munculnya organisasi militer 

Indonesia pada periode Hindia Belanda sampai perang kemerdekaan. 43 Tippe (2012) membahas 

manajemen sumber daya manusia dalam organisasi militer Indonesia.44 Lee (2013) membahas asal 

muasal budaya institusi militer Indonesia.45 Sementara itu, Laksmana (2019b) membahas kemacetan 

promosi dalam TNI dan dampaknya terhadap hubungan sipil-militer di Indonesia. 

Walau sudah ada beberapa literatur tentang ekonomi pertahanan, operasi militer, dan 

infrastruktur personel militer Indonesia, dapat dilihat bahwa jumlah literatur tersebut tidak sebanyak 

literatur yang membahas politik militer atau hubungan sipil-militer. Oleh karena itu, upaya Laksmana, 

Gindarsah, dan Maharani (2020) memperkaya literatur studi militer Indonesia dengan membahas 

secara holistik periode 1945-2020 dan mengangkat area ekonomi pertahanan, operasi militer, dan 
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infrastruktur personel sekaligus menjadi poin kebaruan yang signifikan terhadap literatur tentang 

militer Indonesia. 

Selain aspek kebaruan yang signifikan dalam literatur tentang militer Indonesia, kekuatan 

lainnya dari buku 75 Tahun TNI adalah kekayaan data dalam pembahasan tentang ketiga area 

perubahan militer Indonesia. Walau data yang disajikan belum lengkap karena berbagai kendala teknis 

penelitian, tetap saja data set yang ditampilkan dalam buku ini merupakan terobosan karena banyak 

data yang terbilang baru dan dikumpulkan dari sumber-sumber primer, bukan sekadar mengutip data 

yang sudah ada dari sumber sekunder. Buku ini pun melakukan triangulasi untuk memastikan validitas 

data yang digunakan dengan sangat baik. Sebagai contoh, dalam menyajikan data anggaran 

pertahanan, buku ini tidak hanya menggunakan satu atau dua sumber data, tetapi delapan sekaligus: 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), U.S. Arms Control and 

Disarmament Agency (ACDA), Correlates of War (CoW), Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI), dan Jane's Defence. 

Selain penyajian data set, pengolahan data juga dipakukan dengan sangat baik hingga 

memberikan pemahaman yang lebih intuitif tentang hal yang dibahas. Sebagai contoh, buku ini tidak 

hanya menyajikan data negara-negara sumber pengadaan alutsista Indonesia, tetapi juga mengolah 

data tersebut untuk menunjukkan tingkat diversifikasi pengadaan alutsista Indonesia dan indeks 

dependensi alutsista Indonesia dari masa ke masa. Seluruh data ini benar-benar memperkaya studi 

tentang militer Indonesia. 

Tentu saja, buku ini bukannya tidak memiliki kekurangan. Salah satu isu terbesar dari buku ini 

adalah hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan perubahan militer. Setelah Bab 2 secara 

komprehensif mendiskusikan sembilan hipotesis yang diambil dari hasil tinjauan literatur tentang 

faktor-faktor perubahan organisasi militer, bab-bab berikutnya kemudian tidak menguji semua 

hipotesis tersebut. Hipotesis yang paling sering diuji dalam bab-bab empiris tersebut adalah karakter 

rezim politik: ia muncul dalam ketiga bab, dan buku ini menyimpulkan bahwa variabel tersebut dapat 

menjelaskan perubahan ekonomi pertahanan dan operasi militer Indonesia, tetapi tidak dapat 

menjelaskan perubahan infrastruktur personel militer Indonesia.  

Hipotesis yang diuji dalam dua bab empiris adalah ancaman militer (dapat menjelaskan 

perubahan ekonomi pertahanan dan operasi militer) serta kualitas hubungan sipil-militer (dapat 

menjelaskan perubahan ekonomi pertahanan, tetapi tidak dapat menjelaskan perubahan 

infrastruktur personel). Dua hipotesis lain yang diuji hanya digunakan dalam salah satu bab empiris, 

yaitu tentang perubahan infrastruktur personel. Dari kedua hipotesis tersebut, politik birokrasi korps 

perwira dapat menjelaskan perubahan infrastruktur personel, sementara demografi korps perwira 

hanya dapat menjelaskan perubahan tersebut secara parsial. Sementara itu, empat hipotesis lainnya 

(terkait teknologi militer, norma-norma keamanan, peran komunitas epistemik sipil, dan kontestasi 

politik intramiliter) tidak mendapat tempat sama sekali dalam bab-bab empiris buku ini. Jika akhirnya 

tidak digunakan sama sekali, mengapa memasukkan hipotesis-hipotesis tersebut dalam Bab 2? 

Selain penyajian hipotesis yang akhirnya tidak digunakan sama sekali, buku ini tidak 

menjelaskan alasan pemilihan hipotesis-hipotesis yang digunakan di tiap-tiap bab empiris. Bab 3, yang 

menjelaskan perubahan ekonomi pertahanan Indonesia, menjelaskan bahwa ia memilih dua dari 

hipotesis-hipotesis yang sudah didiskusikan, tetapi tidak menjelaskan mengapa ia tidak menggunakan 

tujuh hipotesis lainnya. Pola yang sama berlanjut di Bab 4 dan Bab 5, yang menjelaskan perubahan 

operasi militer dan infrastruktur personel militer Indonesia. Tidak ada justifikasi bahwa hipotesis -

hipotesis yang dipilih adalah yang paling sesuai untuk menjelaskan perubahan di area yang dibahas, 
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atau kendala teknis penelitian menyebabkan bab tersebut tidak dapat menguji hipotesis -hipotesis 

lainnya. 

Aspek lain yang perlu dicermati terkait pemilihan hipotesis adalah level analisis yang 

digunakan ada tiga, yaitu internasional, domestik, dan organisasi, tetapi tidak ada hipotesis pada level 

analisis individual. Paling tidak, ada tiga variabel kepemimpinan yang dapat diteliti pada level 

individual, yaitu kepemimpinan presiden sebagai panglima tertinggi, menteri pertahanan, dan 

panglima TNI. Buku ini mungkin tidak membahas level individual karena menghindari kajian politik 

elite. Namun, sebenarnya pembahasan buku ini sedikit-banyak menyentuh variabel kepemimpinan 

dalam beberapa aspek. Pertama, karakter rezim politik di Indonesia ikut disebabkan/dipengaruhi oleh 

kepemimpinan presiden. Otoritarianisme rezim Orde Baru merupakan akibat dari gaya kepemimpinan 

Presiden Soeharto. Selain itu, variabel pada level organisasi militer ikut disebabkan/dipengaruhi oleh 

kepemimpinan panglima. Hal ini terlihat dari pembahasan Bab 5, yang beberapa kali menggunakan 

variabel kepemimpinan Panglima ABRI Jenderal L. B. Moerdani untuk menjelaskan proses birokratisasi 

infrastruktur personel militer Indonesia pada tahun 1980-an. Anggapan saya, variabel kepemimpinan 

di level individual akan lebih mampu menjelaskan perubahan-perubahan dalam institusi internal 

organisasi militer Indonesia, yang dianggap hakikatnya dirancang agar tidak mudah berubah. Berbeda 

dengan variabel-variabel lainnya yang perubahannya cenderung berangsur-angsur dan perlahan-

lahan, perubahan kepemimpinan terutama panglima TNI dapat terjadi setiap dua atau tiga tahun 

sekali. 

Selain isu pemilihan hipotesis, aspek yang mungkin dapat dikatakan sebagai kekurangan buku 

ini adalah jomplangnya pembahasan di antara ketiga bab empiris (Bab 3, 4, dan 5). Tiap-tiap bab ini 

membahas salah satu area perubahan militer Indonesia yang seharusnya mendapat pembahasan yang 

setara. Namun, dari jumlah halaman saja bab-bab ini tidak seimbang: Bab yang mendapat jumlah 

halaman paling banyak adalah Bab 4, yang menjelaskan perubahan operasi militer Indonesia (138 

halaman), diikuti Bab 3, yang menjelaskan perubahan ekonomi pertahanan Indonesia (102 halaman), 

dan terakhir Bab 5, yang menjelaskan perubahan infrastruktur personel militer Indonesia (48 

halaman). Bab 3 terasa sebagai yang paling berimbang dalam penyajian data, deskripsi, dan analisis. 

Sebagai bab terpanjang, Bab 4 terasa terlalu mendetail, dengan gaya yang sangat deskriptif dalam 

menceritakan berbagai operasi militer Indonesia dari masa ke masa. Sementara itu, Bab 5 justru 

langsung ke inti analisis sehingga menjadi bab tersingkat.  

Selain jumlah halaman yang berat sebelah, alur penulisan ketiga bab ini juga inkonsisten. Bab 

3 dan Bab 4 membahas perubahan ekonomi pertahanan dan operasi militer Indonesia secara 

kronologis, walau kedua bab itu membagi periode 1945-2020 secara berbeda-beda: Bab 3 

membaginya menjadi tiga periode (periode kemerdekaan hingga akhir Orde Lama 1945-1965, Orde 

Baru 1966-1998, serta Reformasi 1999-2020), sementara Bab 4 membaginya menjadi lima periode 

(periode perang kemerdekaan 1945-1949, Demokrasi Parlementer 1950-1959, Demokrasi Terpimpin 

1960-1965, Orde Baru 1966-1998, serta Reformasi 1999-2020). Di lain pihak, Bab 5 tidak membahas 

perubahan infrastruktur personel militer secara kronologis, tetapi secara tematik. Bab 5 juga 

mengulangi penjelasan empat dari sembilan hipotesis yang telah disajikan dalam Bab 2 yang akan diuji 

dalam bab tersebut, sementara Bab 3 dan 4 hanya sekadar menjelaskan hipotesis mana dari 

kesembilan hipotesis tersebut yang akan diuji dalam tiap-tiap bab tersebut. 

Tentu saja, kekurangan-kekurangan buku ini sebagaimana dibahas di atas tidak mengurangi 

signifikansi kontribusi buku 75 Tahun TNI terhadap studi tentang militer Indonesia. Sebaliknya, buku 

ini menjadi karya seminal yang menjadi batu pijakan bagi para pengkaji militer Indonesia untuk 

mengembangkan hasil-hasil temuan utama buku ini dalam agenda-agenda riset militer lanjutan di 

masa depan. 
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